
���������	��
���	� �����

�

� ����

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN 

HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE 
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Abstrak 

 

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses 

peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan 

dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa 

memberikan perlindungan yang dapat memeberikan rasa keadilan terhadap anak 

bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini seringkali diposisikan 

sebagai objek dan cendrung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya 

anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan 

penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak 

lebih luas dan merugikan anak. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh 

pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan 

paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, 

proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses 

peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui 

diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak 

baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk 

bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik 

bagi anak.  

 

Kata kunci: Perlindungan Anak, Berhadapan Dengan Hukum, Restorative                 

Justice  
�

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa 

ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman 

perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa 

saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak 

kalau kita perhatikan informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum cendrung mengalami 

peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan 
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sangat tegas bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.  

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih 

belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda 

Nawawi,
 
sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai 

sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan 

sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam 

pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan 

umum yang menjadi  landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal 

tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, 

termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan 

kejahatan.
2
 

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus 

tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki 

seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam 

menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung 

tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak 

tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang 

diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 

tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan 
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anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
3
 

Perlidungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita 

semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki 

peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak 

harus mendapatkan pembinanaan dan perlindungan sehingga mereka dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan 

terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun 

sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasaan dan diskriminasi. 

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai 

kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan 

anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak 

yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau 

pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang 

diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk 

mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak 

menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan 

kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut. 

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan 

cendrung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai 

pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang 
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serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat 

diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di 

luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka penulis 

membatasi pembahasan dalam tulisan ini yakni: bagaimanakah perlindungan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative 

justice? 

 

C. PEMBAHASAN 

I. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksut dengan anak yang 

berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah 

sebagai berikut : 

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” 

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak 

langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan 

berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita 

lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, 

kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan 

tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun 

sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan 

mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi 
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oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak 

tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli 

Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan 

anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari 

kenakalan anak adalah sebagai berikut :
4
 

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah : 

a. Faktor intelegentia; 

b. Faktor usia; 

c. Faktor kelamin; 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 

2.  Yang termasuk ekstrinsik adalah : 

a. Faktor rumah tangga; 

b. Faktor pendidikan dan sekolah; 

c. Faktor pergaulan anak; 

d. Faktor mass media. 

 

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa 

ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau 

kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum 

dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup 

luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya 

korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai 

melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya 

sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk 

pertanggugjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi 

perkembangan sianak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan  mulai 

dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di 

lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan 

tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidak adilan dari setiap proses 

tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang 
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sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi 

kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam 

peneyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses 

peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan 

pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice. 

(Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut 

menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk 

mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan 

restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) 

tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses 

peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak. 

     

2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum 

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah 

sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh 

dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini 

diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan 

suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan 

kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang 

mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh 

anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan 

orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari 

pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping 
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itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu 

tindak pidana tentunya juga berbeda. 

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahuun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: 

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana” 

 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 

Tahuun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas 

apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni: 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya. 

b. dipisahkan dari orang dewasa;  

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. melakukan kegiatan rekreasional;  

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya;  

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya    

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;  

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  

j.  memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang  

dipercaya oleh Anak;  

k. memperoleh advokasi sosial;  

l. memperoleh kehidupan pribadi;  

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;  

n. memperoleh pendidikan;  

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  

p.  memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus 

mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana 

anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak 
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asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar 

yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. 

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari 

proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum. 

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa: 

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif.  

2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;  

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan  

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 

menjalani pidana atau tindakan.  

3 Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.  

 

Selanjutnya dalam Pasal 6  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan: 

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

 

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam 

penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang 

berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan 

anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. 
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Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua 

pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat 

segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, 

masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak 

tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik 

dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative 

justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-

sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara 

yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik 

bagi anak.  

3. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Adapun tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskrimisasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera. 

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan 

perlindungan terhadap hak-haknya. Penanganan perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara 

khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa 
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depan anak yang baik dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian 

terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: 

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 

disebut sebagai anak korban adalah  anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”  

 

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa 

yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang 

dialami oleh anak akhir-akhir ini cendrung mengalami peningkatan hal ini 

dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak 

maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang 

serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif 

dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap 

anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat. 

Dalam Undang-Undang disebutkan bentuk perlindungan yang 

diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak : 

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. Pemisahan dari orang dewasa; 

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur 

hidup; 

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan dan/atau penjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
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h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Penghindaran publikasi atas identitasnya; 

j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang ddipercaya 

oleh anak; 

k. Pemberian advokasi sosial; 

l. Pemberian kehidupan pribadi; 

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; 

n. Pemberian pendidikan; 

o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak 

korban dan Anak saksi berhak  atas“ upaya rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang 

dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak 

korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi 

sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental 

maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.��

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti 

kerugian,  terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan 

bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi 

psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban 

yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan 

kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti 

kerugian menurut Gelaway,  yaitu:  

a. Meringankan penderitaan korban  

b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan 

dijatuhkan 

c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan  
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d. Mempermudah proses peradilan.
5
  

Proses peradilaan pidana selama ini lebih memperhatikan pelaku 

tindak pidana dari pada perlindungan terhadap korban, sementara kita 

ketahui bahwa korbanlah yang mengalami kerugian akibat dari suatu 

tindak pidana, kerugian yang dialami tersebut berdampak sangat luas bagi 

korban tidak hanya mengalami kerugian materil saja akan tetapi juga 

kerugian inmateriil, porporsi perlindungan yang tidak seimbang tersebut 

tentunya berdampak kepada ketidak adilaan yang diterima oleh korban 

walaupun pada dasarnya korban sudah diwakili oleh jaksa sebagai 

pengacara negara yang melindungi korban dari suatu tindak pidana.  

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak 

pidana dari setiap tingkatan peradilan selama ini masih dirasakan belum 

memberikan rasa keadilan terhadap anak yang mengalami tindak pidana, 

korban masih diposisikan sebagai pemberi informasi dalam melengkapi 

berkas pemeriksaan/pembuktian tanpa adanya peran yang aktif dalam 

menyelesaiakan perkara/perbuatan yang dialaminya. 

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dalam hal ini anak korban tindak pidana mengalami perubahan yang 

mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara 

yang efektifi dalam menyelesaikan perakara anak akan tetapi lebih 

difokuskan pada pemulihan keadaan dalam mengatasi permasalahan anak 

korban tindak pidana. Penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat 

diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi dapat diselesaikan di luar 

proses peradilan (diversi) proses diversi dilakukan melalui musyawarah 

dengan melibatkan pelaku orang tua/wali, korban orang tua/wali dan juga 

pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan 

pendekatan keadilan restoratif. (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
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Chaerudin & Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum 

Pidana Islam, Jakarta: Grhadhika Press, 2004, hal. 65 
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  Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam 

menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang 

efektif dalam menyelesaikan perakara anak yang lebih penting adalah 

pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama 

dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, 

korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya. 

Disamping itu, dalam pemulihan terhadap korban anak peran 

keluarga sangat penting karena mereka merupakan orang-orang terdekat 

korban (anak) mempunyai andil besar dalam membantu memberikan 

pemulihan kepada korban. seluruh komponen masyarakat dengan ikut 

mengayomi dan melindungi korban dengan demikian diharapkan 

pemulihan terhadap korban dapat terwujud secara maksimal. 

4. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, saksi yang dimaskud 

dalam tulisan ini yakni anak sebagai saksi Fokus permasalahan dan 

pembahasan disini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam 

hal kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi hanya oleh anak menimbulkan 

permaslahan tersendiri. Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 

anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 

yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”  

 

Keberadaan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak yang 

ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91 

dalam ketentuan Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak 
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Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan hak 

Anak Korban dan/atau Anak Saksi yakni: 

a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam 

lembaga maupun di luar lembaga; 

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara.  

Perlindungan terhadap saksi anak dalam menyelesaikan perkara 

anak sangat diperlukan sebagai jaminan akan perlindungan hak asasi anak 

dan pemenuhan akan hak-haknya, keterangan dan/atau informasi yang 

diberikan oleh anak guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pengadilan tentang suatu perkara yang terjadi. Anak yang menjadi korban 

dan/atau saksi suatu tindak pidana bisa saja mengalami trauma yang begitu 

mendalam sehingga untuk memberi suatu kesaksian mengenai tindak 

pidana yang terjadi sering mengalami kendala, dengan demikian 

dibutuhkan cara khusus agar anak lancar dalam memberikan 

keterangannya akan tetapi tidak jarang juga anak mengalami trauma yang 

mendalam akibat dari suatu tindak, peranan saksi anak yang mengalami, 

melihat dan/atau mendengar dapat membantu mengungkap kebenaran. 

Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang Anak, yaitu Pasal 

153 ayat (3), 153 (5), 171 sub a. Pasal 153 (3) KUHAP menetapkan 

“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai 

kesusilaan atau  terdakwa adalah anak-anak”. 

Pasal 153 (5) KUHAP menetapkan “Hakim ketua sidang dapat 

menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun 

tidak diperkenankan menghadiri sidang”. Pasal 171 sub a KUHAP 
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menetapkan “Yang telah diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa 

sumpah ialah: a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan 

belum pernah kawin”. 

Di dalam ketentuan KUHAP juga mengatur ketentuan yang tidak 

dapat menjadi saksi adalah: Ada batasan-batasan seseorang menjadi saksi. 

Pasal 168 KUHAP menyatakan: 

Kecuali ditentukan lain dalam uindang-undang ini, maka tidak 

dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa. Atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 

2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai 

derajat ketiga. 

3. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa. 

Melihat dari batasan-batasan yang telah diatur, nyata bahwa secara 

materiil anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi jika umur anak belum 

sampai lima belas tahun. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari anak dapat 

dijadikan saksi selama dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi 

korban maupun sebagai saksi biasa. Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa 

yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah : 

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 

kawin;  

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 

ingatannya baik kembali. 

Pasal  185 ayat (7) KUHAP, Keterangan saksi yang tidak 

disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu 
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sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti sah yang lain. 

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-

negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk 

pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut 

dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, 

pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan 

umur dan kematangan si anak. Dan di ayat (2) dinyatakan: untuk tujuan 

ini, maka anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya 

dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang 

mempengaruhi anak itu, baik secara langsung atau melalui suatu 

perwakilan atau badan yang tepat dalam suatu cara yang sesuai dengan 

peraturan-peraturan prosedur hukum nasional. Dengan hak menyatakan 

kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut, maka anak yang menjadi 

saksi suatu tindak pidana dapat mengeluarkan apa yang dilihat dan 

didengar tanpa adanya pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. 

   Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

menjadi acuan perlindungan terhadap anak tidak mengatur saksi anak 

secara khusus, yang diatur adalah saksi korban akibat dari suatu tindak 

pidana akan tetapi dalam kenyataannya, seorang saksi seringkali 

disamakan dengan korban karena korban dapat memberikan kesaksiannya 

untuk pembuktian dalam mengungkap kebenaran untuk proses peradilan. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang perlindungan 

saksi dan korban tersebut hanya memberikan perlindungan kepada saksi 

berupa hak-hak seorang saksi walaupun tidak dicantumkan secara tegas 

mengenai saksi anak secara khusus. 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi diberikan pada 

setiap proses peradilan mulai dari pemeriksaan di tingkat kepolisian 
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sampai tingkat pengadilan. Keterangan anak saksi biasa ataupun saksi 

korban sangat penting guna mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi 

dan dialami oleh anak akibat dari suatu tindak pidana dalam mengungkap 

kebenaran di sidang pengadilan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Perlindungan secara khusus 

terhadap anak sebagai saksi tidak ada diatur. KUHAP tidak memisahkan 

saksi dewasa dengan saksi anak. Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa : 

jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang 

patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang 

melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. 

Pasal 116 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : Saksi diperiksa 

dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga 

bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. 

Sedangkan ayat (2) menyatakan saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi 

boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib 

memberikan keterangan yang sebenarnya.  

Dalam konteks penyesuaian isi maka Undang-undang Nomor 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami perubahan karena 

dipandang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini. 

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan anak membuat dunia peradilan anak semakin nyata karena dalam 

undang-undang tersebut dipisahkan anak sebagai pelaku, saksi dan korban. 

Undang-undang tersebut telah memberikan kejelasan pengaturan anak 

sebagai saksi tindak pidana. 

Anak yang dijadikan sebagai saksi yang melihat dan mendengar 

belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, terlepas dari 

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak. Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum 
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Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana menulis hak-hak anak 

sebagai saksi yang dibagi atas
6
:  

a. Sebelum Persidangan: 

1) hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu 

tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor 

2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang 

mcrugikan penderitaan fisik, mental dan sosial dari siapa saja 

karena kesaksiannya 

3) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaan sebagai saksi 

b. Selama Persidangan: 

1) hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi 

2) hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan. 

c. Setelah Persidangan: 

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, 

fisik dan sosial dari siapa saja.
 
 

Selama ini Undang-undang yang ada sama sekali tidak 

memberikan suatu payung hukum yang jelas terhadap perlindungan bagi 

anak yang menjadi saksi. Undang-undang Perlindungan anak yang 

menjadi pegangan dasar dalam melindungi anak menekankan anak hanya 

sebagai saksi korban. 

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi 

tidak dapat hadir untuk  memberikan keterangan di depan sidang 

pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak 

Saksi didengar keterangannya:  

a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum 

setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau  
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008, 

hal, 20  
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b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi 

audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing 

Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. 

Sebagaimana diketahui, saksi sangat berperan penting dalam 

membantu mengungkap kebenaran dari suatu tindak pidana. Termasuk 

pada anak-anak yang menjadi saksi. Akan tetapi, selama ini saksi anak 

belum mendapat perlindungan yang memadai.  Perlindungan terhadap 

anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Sistem Peradilan Anak  menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap 

anak adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan 

pelayanan saksi untuk mengurangi rasa “takut” dengan atribut-atribut 

peradilan secara formal disidang pengadilan. Dengan demikian si anak 

sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa 

disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali maupun petugas 

pembimbing pemasyarakatan anak. Hal lain yang mengalami perubahan 

mendasar dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum yakni adanya penyelesaian perkara di luar peradilan yang dikenal 

dengan diversi dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak untuk 

secara musyawarah menyelesaiakan perkara anak dengan menggunakan 

pendekatan keadilan restorative, artinya pembalasan bukan lagi 

merupakan cara yang terbaik dalam menyelesaiakan perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum akan tetapi pemulihan keadaan yang harus 

diutamakan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap anak 

akibat dari suatu tindak pidana dengan demikian diharapkan dapat 

memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.  

 

D. PENUTUP 

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan 

pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap 

penanganan perkara anak, adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas 

tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang 



���������	��
���	� �����

�

� ����

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak 

yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan  

dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaiakan di luar 

peradilan melalui diversi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk 

bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik 

yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang 

mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan 

terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.  
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